
l. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 

Barat; 
2. Undang _ Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

Keseharan: 

a. bahwa dalam rangka pemberian jasa pelayanan pengelola 
Badan Layanan Umum Dacrah di Rumah Sakit Umum 

Daerah Tidar Magelang diberikan remunerasi sesuai 
dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan 

profesionalisme yang diperlukan; 
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, 
perlu adanya sistem remunerasi untuk Badau Layanan 

Umurn Daerah; 
c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, huruf b maka perlu mcnctapkan Peraturan 

Walikota tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan 
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota 

Magelang; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

\VALIKOTA MAGELA1~G, 

Menimbang 
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Um um; 
12. Peraturau Bersama Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia dan Menteri Dalam Negcri Republik Indonesia 
Nomor : I 38/MENKES/PB/TI/2009 dan Nornor 12 Tahun 
2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi 

Peserta PT ASKES (PERSERO) dau Anggota 
Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakar, 

dan Rumah Sakit Oaerah. 

8. Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kata Magelang: 

9. Pcraturan Daerah Ko ta Magclang Nornor 5 Tahun 2008 
tentang Susunan, Kcdudukan dan Tugas Pokok Lembaga 

Tcknis Dacrah, Sadan Layanan Pcrizinan Tcrpadu dan 
Saruan Palisi Pamong Praja; 

I 0. Peraturan Menteri Dalarn Ncgeri Nomor 61 Tahun 2007 
tcntang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

layanan Umum Daerah; 
11. Peraturan Mentcri Keuangan Nomor I O/PNil<..02/2006 

tentanz Pedoman Pcnctapan Remunerasi Bagi Pejabat 

Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Sadan Layanan 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Penuelolaan Keuanzan Daerah: ~ ~ ' 

3. Undana - Undang N " - omor .,2 Tahun 2004 tcntanz 
Pemcrintahan Da . I b · '"' 

. · ct a 1 sc agaimana tclah diubah bcbcrapa 
kali tcrakhir dcngan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kcdua Atas Undanc - undann 
0 /:: 

Nomor "2 T I 200 -' a run 4 tcntang Pemerintahan Daerah: 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 te1:tanu 
Penyerahan Sebagian Urusan Pcmcrintah Dalam Bidan; 
Kesehatan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tcntang 

Pcmbagian Urusan Pemcrintahan Antara Pcmcrintah 
' 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten I Kota; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah: 

' 



3 

BABl 
KETE:\TUA~ UMUM 

Pasal I 
Dalam Perarurau Walikota iui yang dimaksud deugan: 

J. Daerah adalah Kora Magelang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Walikora adalah Walikota Magclang 

4. Rumah Sakit adalah suatu kesatuan sarana, sumber daya manusia dau sumber 
daya lainnya yang dikelola dau didayagunakan unruk memberikan pelayanan 
kesehatan yaitu pelayanan medik, asuhan kcperawatan, penunjaug medik baik 
yang bcrsifat urnurn, spcsialistik maupun subspcsialistik, pclayauau non medik 

serta pclayanan lainnya sccara tcrpadu dalam upaya pcnyembuhan, pcmulihan di 
sarnping upaya pcnccgahan dan pcningkatan dcrajat kcschatan yang ditctapkan 

sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. 
5. Rurnah Sakir Urnum Dacrah Tidar Kora Magclang yang selanjutnya discbut 

RSUD Tidar adalah Rumah Sakit milik Pcmerintah Dacrah yang dikelola dcngan 

Pola Peugelolaau Keuangau Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). 
6. Badan Layanan Umum Oaerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang 

yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Tidar adalah Rurnah Sakit Umum 
Daerah Tidar Kota Magelang yang dibentuk untuk mcmbcrikan pelayanan kepada 

masyarakat berupa pcnycdiaan barang dan I atau jasa yang dijual taupa 
mengutarnakan mencari keuntuugan, dan dalam melakukan kegiatanuya 

didasarkan pada priusip efisiensi dan produkti\·itas. 
7 Direktur adalah direkrur pada RSUD Tidar Kota Magelang. 
8· Wakil Direkrur adalah wakil direktur pada RSUD Tidar Kota .Magelang. 
9. Direksi adalah Direktur, dan Wakil - wakil Direktur pada RSUD Tidar Kota 

l'vla~elano - ~· 
I 0. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas 

Intern Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang. 

PERA TURAN W ALfKOTA MAGE LANG TENT ANG 
SISTEi\I REMUNERASI BADA~ LA YA~At\ UMUM 
DAERAH RU MAH SA.KIT UMUM DAERAH TIDAR 
KOT A MAGELA:\G 

Menetapkan 

l\IEMUTllSK.\:\ 
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remunerasi. 

23. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi seluruh karyawan rumah sakit yang 

dananya bcrsurnber dari jasa pelayanan rumah sakit. 

24. lnsentif medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan dari pelayanan dokter 

dan bas · d · · 1 11811 sakit vans tercann1m dalam komponen tarif :::ian an Jasa pe ayanan I'll l . 1 ::: 

rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter urnum dan spesialis, dokter 

subspesialis, konsulen, dokter gigi, dokrcr gigi spesialis, dokter taruu. 

1 1 Dewan Pengawas adalah Dewan Pernrnwas pada RSUD Tid . - .1 ar Kota Maaelanz 
yang bertugas mclakukan pcngawasan tcrhadap pcngclolaan BLUD - ~ 

J 2. Pejabat Pengelola BLUD adalah dircksi, pcjabai strukrural dan pcjabat reknis 
pada RSUD Tidar Kota Magclang. 

I ., peoawai adalah Pezawai Nezeri Sipil dau Non Pcgawai Ne .· s· -1 b k · 
J. ::: - ~ t ge11 1p1 yang e e1Ja 

pada BLUD RSUD Tidar. 

14. PNS adalah Pcgawai Negeri Sipil. 

I 5. Pega\\·ai Non Pcgawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non P>IS 

adalah pegawai waktu terteutu dau pcgawai waktu tidak tertentu pada BLUD 

RSUD Tidar yang pcndaparan gajinya bcrasal dari penghasilan opcrasional rumah 

sakit. 

t 6. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter 

gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan karyawan tetap atau dokter yang sudah 

di SK kan Direktur RSUD Tidar Kora Magelang dan Walikora Magelang. 

17. Doktcr tamu adalah doktcr yang bukan karyawan RSUD Tidar Kota Magelang, 

akan tctapi dipcrkcnaukan mcrawat arau mclakukan tiudakau di RSUD Tidar 

Kora Magelang. 

18. Rcsidcn adalah dokrcr pcscrta program pcndidikan spcsialis I dan spcsialis 2. 

19. Sistcm Rcmuncrasi adalah sistem yang rncngatur pcngupahan Pegawai yang 

mcliputi gaji, insentif yang ditulis dalam bentuk dokumen. 

20. Pos remunerasi adalah pos penerima distribusi jasa pelayanan sebagai sumber 

dana insenti f karyawan pad a sis tern rcmuncrasi. 

21. Gaji adalah gaji pokok dan runjangan lainnya sesuai pcraturan pcrundang­ 

undangan tcntang gaji dan tunjangan yang bcrsumbcr dari pcrncrinrah dacrah bagi 

Pegawai Negeri Sipil dau Honorarium yang bersurnber dari peudapatan 

opcrasional Rumah Sakit bagi karyawan PPK-BLUD Non PNS 

22. Penghasilan lainnya adalah penghasilan yang diatur berdasarkan sistem 
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BABIIl 

HAK DA~ KEWAJIBA~ 

Pasal 3 

(I) Setiap pegawai berhak mcndapat gaji dan penghasilan laiunya bcrdasar sistem 

rcmunerasi. 
P) R . .. . , 1 k · d na unruk gaji dan pcnghasilan - umab sakit bcrkewajiban 111cnycd1akan a o as, a ~ 

lainnya bagi Pcgawai. 

Sistcm rcmuncrasi berazaskan 2 (dua) ha! yaitu: 

(I) Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola BLUD, 

tingkat pelayanan, produktivitas dan besaran pendapatan 

(2) Kinerja operasional BLUD dengan mempertimbangkan antara lain indikator 

keuangan, pelayanan, ruutu dan manfaat bagi masyarakat 
(J) K J ki d I emberikan upah kepada ., epatutan yang melihat kemampuan ruma 1 sa rt a am m 

karyawan 

Pasal 2 

BAB II 

AZAS REMUi\ERASl 

tidak langsung. 

29. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional rumah 

sakit. 

_ Inscntif paramedis adalab pcudapatan kelompok yano dihasilk d . 1 2). · ::: t an an pc ayanan 
kcpcrawatan yang mcrupakan bagian dari jasa pclayanan rurnah sakit yang 

tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat kclompok. Mcliputi 

pcndapatan perawat umum, perawat ancstcsi, dan bidan. 

26_ rnsentif para med is non kepcrawatan adalah pcndapatan kelompok yang dihasilkan 

dari pelayanan non keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan 

rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit. Meliputi jasa 

pcnata rontgent, analis laboratorium, patologi anatomi, fisiotcrapis, farmasi dan 

penata gizr. 

27. Iusentif pelaksana manajemen adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari 

ambulance, rekam medik, diklat dan pendapatan lain yang dihasilkan dari 

pclayanan manajeruen dau non pararnedis. 

28. lnsenrif tcrdiri dari lnsentif langsung dari persentase jasa yang dihasilkan dan 

sisanya mcrupakan kontribusi kcdalam Pos Remuuerasi yang sclanjutnya 

didistribusikan kcscluruh karyawan yang selanjutnya discbut sebagai inscntif 
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d. Kepala Satuan Pemeriksaan Intern; 

c. Kcpala Bagian arau Kcpala Bidang; dan 

f Kcpala Seksi atau Sub Bagian, Kepala Instalasi. 

(8) Dokter spesialis, Dokter Umurn dan Dokter Gigi berkewajiban mcmbcrikan 

pelayanan yang optimal sesuai srandar pelayauan minimal dau produktif 

c. Kctua Komite Medik: 
' 

J. Instalasi Hcmodialisis; 

k. Tnstalasi Karnar BersalinNK; 

I. Tnstalasi Rchabilitasi Mcdik; dan 

m. Instalasi lain-lain. 

(6) Sctiap Pegawai yang memangku jabatan srrukrural atau pada cost center atau pada 

pusat pengeluaran berkewajiban menyusun rencaua aksi strategis atau Strategic 

Actioi, P/011 yang dilengkapi dengan sistcm akuntabilitas. 

(7) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah: 

a. Direktur; 

b. Wakil Direkrur: 
' 

( .)~) Setiap pegawa1 yang menghasilkan jasa el .. 
P a ya nan, bcrkewaJ iban rnembcrikan 

kontribusi ke pos remunerasi yang besaran pcrsenta di . 
scnya itenrukan dalam sistcm 

remuneras1. 

(4) Setiap pcgawai yang mcmangku jabatan pada pus t d a pen apatan atau revenue 
center berkewajiban untuk menyusun rencana bisnis t B . Pl a au 11s111ess an yang 
dilengkapi dengan sistem akuntabilitas. 

(S) Yang rergolong kelompok pusat pendapatan atau revenue cell/er, sebagaimana 
dimaksud pada ayar (4) adalah: 

a. lnsralasi Gawat Darurat; 

b. Insralasi Rawat Jalau; 

c. Instalasi Rawat lnap; 

d. Insralasi Rawat Intensif/lCU/lCCU; 

e. Instalasi Kamar Bedah; 

f. Insralasi Farmasi; 

g. lnstalasi Radiologi; 

h. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik; 

1. Insralasi Laboratorium Patolozi Anatorni: ~ ' 
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BAB VI 

JASA PELA YA~A\" 

Pasal 6 
( I ) J P d I ··f · 11 sakit terdiri dari J. asa pclayanan asa elayanan yang tercautum a am ran 1 uma 

111ed' di di kepcrawaran pejabat pengelola dan sraf non is, parame is, parame rs non , - 
med is. 

(?) J p . . . 1 k I non VIP dan kelas VTP. - asa elayanan terdiri dan Jasa Pe ayanan e as 
(3) Jasa Pclayanan kelas non VIP adalah jasa pelayanan pada rawatan kelas I, II dan 

rn. 
(4) Jasa Pelayanan kelas VIP merupakan pelayanan diluar non VIP. 

BABY 

GAJI 

Pasal 5 

(I) Besa ran gaj i bagi Pegawai P:,!S mengikuti Peraturan Perundang-undangan tentang 

gaji dan tunjangan PNS yang berlaku. 

(2) Bcsaran gaji bagi Pcgawai Non P:\IS discsuaikan dcngan kcpatutan dan 

kemampuan keuaugan rumah sakit. 

(3) Gaji Direksi dan Dewan Pengawas besarannya direnrukan berdasarkan ketenruan 

pererura» perundang-undangan yang berlaku. 

(-+) Jnsentif pegawai bersumber dari koruponen jasa pelayanan dau atau kcuntungan 
apotik serta biaya operasional rumah sakit. 

(5) Tunjangan bcrsumber dari Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah dan/atau 

biaya operasional rumah sakit sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan 

yang bcrlaku. 

BAB IV 

SUl\'IBER PEl\lBIAYAA'.'i 

Pasal 4 

(I) Gaji pcga,rni BL UD yang berstatus Pcgawai Ncgeri Sipil (P:NS) bcrsurnbcr dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang. 

(2) Gaji pcga\',:ai BLUD yang bcrstatus Non P:-JS bcrsumbcr dari Pcndapatan 
Operasional BLUD RSUD Tidar Kota Magelang. 

(3) Honorarium Dewan Pengawas, Sckrctaris Dewan Pengawas dan SP! bcrsumbcr 

dari Pcndapatan Operasional BLUD RSUD Tidar Kota Mazelanz - ~· 
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BAB VIII 
KETE~TUA.~PE~UTUP 

Pasal 8 
Hai-hal yang belum cukup diatur dalam peraruran ini sepanjang mengenai tcknis 

pelaksanaannya akan diarur Iebih lanjut oleh Direktur. 

BAB VII 
PROPORSI DISTRJBUSI 

Pasal 7 

(I) Jasa pelayanan dialokasikan unruk investasi, reinvestasi, pemcliharaan rumah 
sakit, pcmeliharaan sumber daya manusia dan mcmberikan kompensasi bagi 

orang-orang yang bekerja pada rumah sakit dan atau ikut bcrtanggung jawab 

dalam pclayanan rumah sakit yang diatur dcngan sistem rcmunerasi scrta biaya 

umum yang direrapkan oleh Direktur rumah sakit dengan perserujuan Walikora. 

(2) Proporsi jasa pclayanan scbagaimaua dimaksud pada ayat (I) scbcsar 15% dari 

rawat iuap non VIP, 20% dari rawat inap VIP dan 5% dari tindakan medik 

operatif VlP dan one day care dari pencrimaan jasa pelayanan rumah sakit unruk 

investasi dan rcinvesrasi serta perneliharaan sumbcr daya manusia. 

(3) Jasa Pela ya nan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) setelah dikurangi biaya 

invesrasi dan rcinvesrasi sorta pemeliharaan sumbcr daya manusia scbagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi tenaga medis, paramedis, pejabat 

peugelola , staf non med is dan biaya umum, pendistribusiannya diatur lebih lanjut 

dengan kcputusan direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang. 

(4) Pembagian jasa pelayauan diberikan satu bulan berikutuya dari jasa pelayanan 

pada bulan bersangkutan. 

( ~) Pelayanan kelas non VIP adalah pclayanan tcrhada . . . ) P pasicn yang dirawat di kclas 
rawat inap kc las I, kelas ll dan Ill scrta untuk pcrawatan rawat jalan di poliklinik 
spesialis. 

(6) Pclayanan kclas VIP adalah pclayanan tcrhadaµ pasicn yang dirawat di kelas VfP 
dan perawatan rawat jalan di µoliklinik VIP. 

(7) Besaran jasa pclayanan non VIP deugau Pelayanan VIP mengacu pada pola tarif. 

(S) Jasa medis, jasa paramedis, jasa paramedis 11011 kepcrawatan, jasa pejabat 
pcugelola dan staf non med is dibcrikau sesuai sistcm rcmunerasi. 
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BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 25 

Diundangkan di Magelang 
pada tanggal 28 Juli 2009. 

FAHRIYANTO 

W ALIKOTA MAGELANG 

Ditetapkan di Magelang 

pada tanggal .1.. <b J u\i JOO_j 

Pasal 9 

.811 Walikota ini mulai bcrlaku pada tauzzal ditctapkan peranu ~~ · 
Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pcngundangan Peraturan Walikota 

.. d 11aan penernpatannya dalam Bcrita Daerah Kota Magclang 
1111 C => · . 


